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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR: 26 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KONAWE SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

Men.iml;ang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang
| Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 juncto
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah serta peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan kelembagaan
dinas daerah maka dipandang perlu melakukan
penambahan dan peningkatan status terhadap Lembaga
Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

b. bahwa pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah sebagai perangkat Daerah disesuaikan dengan
cakupan tugas, fungsi, peran dan kewenangan yang
dimiliki, karakteristik dan kebutuhan Daerah serta
pengembangan pola kerja sama dan koordinasi antar
daerah dan/atau dengan instansi/Lembaga terkait;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b
tersebut diatas, maka dipandang perlu dilakukan
penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Nomor 06 Tahun 2012 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 13
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.




Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4267);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali,
terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);




7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujixan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN

dan
BUPATI KONAWE SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR 13
TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN

KONAWE SELATAN

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan, yang
dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 06 Seri

A Tahun 2012 diubah menjadi :




1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a di ubah sechingga berbunyi
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagai
berikut :

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Dinas Kesehatan;

Dinas Sosial;

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

Dinas Pekerjaan Umum; -

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengabh;

Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

. Dinas Pertanian dan Peternakan;

. Dinas Kelautan dan Perikanan;

. Dinas Kehutanan;

. Dinas Perkebunan dan Holtikultura;

. Dinas Pertambangan dan Energi;
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Dinas Pendapatan;
17. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Ketentuan pada pasal 3 ayat (4) diubah menjadi Susunan Organisasi
Dinas Daerah Kebupaten Konawe Selatan Sebagai berikut :
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris membawabhi :
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan.
c. Kepala Bidang Pendidikan Dasar, membawabhi;
1. Kepala Seksi Pendidikan dan Pengajaran SD;
2. Kepala Seksi Pendidikan dan Pengajaran SMP
3. Kepala Seksi Sarana 'dan. Prasarana Dikdas
. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum membawabhi;
1. Kepala Seksi Pendidikan dan Pengajaran SMA;
2. Kepala Seksi Pendidikan dan Pengajaran SMK;
3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah

Umum.




Kepala Bidang PAUDNI, membawabhi :

1. Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat;

2. Kepala Seksi PAUD;

3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana.
Kepala Bidang Bina Program membawabhi;

1. Kepala Seksi Perencanaan dan Pendataan;
2. Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi;
Kepala Bidang Kebudayaan dan Kesenian.

1. Kepala Seksi Kebudayaan;

2. Kepala Seksi Kesenian.

Dinas Kesehatan terdiri dari :

x

Kepala Dinas;

Sekretaris membawabhi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;

3. Sub Bagian Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan SDM.

Bidang Pelayanan Kesehatan, mcrhbawahi;

1. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;

2. Seksi Gizi;

3. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus, Komunitas dan Promosi
Kesehatan.

Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahi,;

1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;

2. Seksi Imunisasi dan Surveylans;

3. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Penanganan Bencana.

Bidang Bina Program dan Jaminan Kesehatan, membawabhi;

1. Seksi Penyusunan Program,;

2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;

3. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.

Bidang Farmasi, Sarana dan Peralatan Kesehatan, membawahi;

1. Seksi Kefarmasian,;

2. Seksi Makanan, Minuman, Kosmetik dan Obat tradisional;

3 Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan.

Kelompok Jabatan Fungsional;

UPTD




Dinas Sosial terdiri dari :

Kepala Dinas ;

Sekretaris membawahi ;

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahi;

1. Seksi Bantuan Jaminan Sosial Fakir Miskin;

2. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban
Tindak Kekerasan.

Bidang Pemberdayaan Sosial, membawabhi;

1. Seksi Pemberdayaan Peran Keluarga dan KAT;

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Mitra dan PSOS Pen
Keperintisan Kejuangan.

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawabhi;

1. Seksi Pelayanan Tusos dan Rehsos Napza dan Paca;

2. Seksi Pelayanan Anak dan Lansia.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

a.
b.

Kepala Dinas;

Sekretaris, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja,

membawabhi;

1. Seksi Organisasi Pekerja, Pengusaha Hubungan Industrial;

2. Seksi Pemutusan Hubungan dan Jamsostek;

3. Seksi Norma Kerja, Kesejahtéraan dan Keselamatan Kerja
(K3).

Bidang Penempatan dan Pelatihan, membawahi;

1. Seksi Penempatan Kerja dan Perluasan Kerja;

2. Seksi Pelatihan dan Instruktur Tenaga Kerja;

3. Seksi Sertifikasi Tenaga Kerja.

Bidang Penyiapan dan Penempatan Transmigrasi, membawahi;

1. Seksi Penyediaan Areal dan Pengendalian;

2. Seksi Sarana dan Prasarana Pembinaan;

3. Seksi Penempatan dan Pembekalan.




f. Bidang Pembinaan Transmigrasi, membawabhi;
1. Seksi Usaha Ekonomi;
2. Seksi Sosial Budaya;
3. Seksi Kerjasama dan Bimbingan Masyarakat.
g. Bidang Pengelola Kawasan Kota Terpadu Mandiri, membawahi:
1. Seksi Pengembangan Usaha Agribisnis dan Agroindustri;
2. Seksi Kelembagaan KTM dan Pengembangan Kapasitas
Sumber Daya Manusia;
3. Seksi Pengembangan Tata Ruang Infrastruktur dan
Keserasian Lingkungan.
h. Kelompok Jabatan Fungsional:
1. Pengantar Mediator Pengawas Perencanaan Arsiparis
i. UPTD BLK
j- Kantor UPT.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
a. Kepala Dinas ;
b. Sekretaris, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
c. Bidang Perhubungan Darat, membawabhi;
1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan,;
2. Seksi Managemen Lalu Lintas dan Teknik Sarana.
d. Bidang Perhubungan Laut, membawahi;
1. Seksi Angkutan Laut dan Kepelabuhanan;
2. Seksi Managemen Rekayasa Udara, Laut dan Keselamatan,
e. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahi;
1. Seksi Komunikasi;
2. Seksi Informatika.
f. Bidang Perhubungan Udara, Pos dan Telkom, membawahi;
1. Seksi Kebandaraan dan Keselamatan Penerbangan;

2. Seksi Pos dan Telkom.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawabhi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.




c. Bidang Kependudukan, membawahi;
1. Seksi Administrasi Kependudukan Data dan Pelaporan;
2. Seksi Penyuluhan Mutasi dan Pengendalian Penduduk.
d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi :
1. Seksi Kelahiran, Kematian dan Pencatatan;

2. Seksi Perkawinan, Pengesahan Anak dan Perceraian.
e. Bidang Data dan Teknologi Informasi, membawahi;
1. Seksi Pengolahan Data dan Teknologi Informasi;
2. Seksi Penyuluhan Pengendalian dan Penyimpanan Data.

7. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

c. Bidang Pariwisata, membawabhi :
1. Seksi Promosi dan Kerjasama Pariwisata;
2. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata.
d. Bidang Industri Pariwisata, membawabhi :
1. Seksi Pendataan Usaha Pariwisata,
2. Seksi Pengembangan Usaha Kepariwisataan.
e. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahi :
1. Seksi Ekonomi Kreatif Seni Budaya;
2. Seksi Ekonomi Kreatif berbasis Media dan Desain.

8. Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
c. Bidang Cipta Marga, Membawahi;

1. Seksi Pemukiman dan Perumahan;

2. Seksi Air Bersih dan Penataan Lingkungan.
d. Bidang Bina Marga, membawahi;

1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;

2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
e. Bidang Sumber Daya Air, membawabhi;

1. Seksi Pengairan dan Irigasi;

2. Seksi Pengembangan Operasional dan Pemeliharaan.
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f. Bidang Tata Ruang, membawahi;
1. Seksi Penataan Ruang dan Pengawasan Bangunan;
2. Seksi Perkotaan dan Pedesaan.

9. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawabhi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
c. Bidang Koperasi, membawahi;
1. Seksi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Koperasi;

2. Seksi Pemasaran dan Jaringan Usaha Koperasi.
d. Bidang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah, membawabhi;
1. Seksi Pengembangan Kemitraan dan Kewirausahaan,;
2. Seksi Pengembangan Informasi, Data dan Publikasi Usaha.
# e. Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam, membawahi;
1. Seksi Pembiayaan Koperasi UMKM dan Usaha Simpan
Pinjam;
2. Seksi Pengendalian dan Pembiayaan.
f. Bidang Pengembangan SDM, Siétem Usaha, Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah, membawahi;
1. Seksi Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah;
2. Seksi Pengembangan Sistem Usaha, Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah.

10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawabhi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
c. Bidang Perindustrian, membawahi;
1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri;
2. Seksi Produksi Monitoring dan Pelaporan.
d. Bidang Perdagangan, membawabhi;
1. Seksi Pembinaan Usaha Pasar dan Distribusi Perdagangan;

2. Seksi Perlindungan dan Pengawasan Perdagangan.




€.

Bidang Program, membawabhi;
1. Seksi Penyusunan Program dan Pengembangan;

2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

11. Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari:

12.

a.
b.

Kepala Dinas;

Sekretaris, membawabhi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Bidang Tanaman Pangan, membawahi;

1. Seksi Produksi Tanaman Serealia;

2. Seksi Produksi Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian.
Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), membawahi;
1. Seksi Pengelolaan Lahan, Air dan Perluasan Areal;

2. Seksi Pembiayaan, Pupuk, Pestisida dan Alsintan.
Bidang Pengolahan Hasil dan Pemasaran, membawabhi;
1. Seksi Usaha Jaminan Mutu dan Promosi;

2. Seksi Produksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil.
Bidang Peternakan, membawahi;.

1. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet;

2. Seksi Produksi dan Pemasaran hasil.

Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

Kepala Dinas

Sekretaris, membawabhi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Bidang Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan, membawahi; _

1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;

2. Seksi Konservasi.

Bidang Perikanan Tangkap, Membawahi;

1. Seksi Teknologi Penangkapan;

2. Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan.
Bidang Perikanan Budidaya, membawabhi;

1. Seksi Teknologi Budidaya,;

2. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya.
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f. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan
usaha Perikanan, membawahi;
1. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan;
2. Seksi Pelayanan Usaha dan Kelembagaan.

g. Bidang Pengolahan dan Pemasaaran Hasil Perikanan,

membawabhi :
1. Seksi Sarana dan Prasarana P2HP;
2. Seksi Pengembangan Produksi dan UKM.

13. Dinas Kehutanan terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawabhi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
c. Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan membawabhi;
1. Seksi Inventarisasi perpetaan dan Pelaporan;
2. Seksi Pengelolaan, Pengendalian dan Evaluasi.
d. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Perhutanan Sosial membawabhi;
1. Seksi Benih dan Persemaian;
2. Seksi Penyuluhan, Rehabilitasi Hutan, Perhutanan Sosial
dan Lahan.
e. Bidang Produksi Kehutanan, membawahi;
1. Seksi Pemanfaatan Hutan dan Iuran Kehutanan;
2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
f. Bidang Perlindungan Hutan, membawahi;
1. Seksi Pengamatan Hutan dan Perundang-Undangan,;

2. Seksi Konservasi Kawasan Jenis Tenaga, Sarana dan

. Prasarana.

14. Dinas Perkebunan dan Hortikultura terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris, membawahi :
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Kepala Sub Bagian Pérencanaan dan Keuangan.

c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), membawabhi;
1. Seksi Pengelolaan Lahan, Air dan Perluasan Areal;
2. Seksi Pembiayaan, Pupuk, Pestisida dan Alsintan.
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Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, membawahi;

1. Seksi Penanganan Pasca Panen, Mutu dan Stadarisasi
Produk;

2. Seksi Analisa Informasi Pasar, Promosi Pemasaran Domestik
dan Internasional.

Bidang Produksi Perkebunan, membawahi;

1. Seksi Pengembangan dan Budidaya Tanaman Perkebunan;

2. Seksi Pembenihan, Sarana Produksi dan Perlindungan
Tanaman Perkebunan.

Bidang Hortikultura, membawabhi;

1. Seksi Tamanan buah, hias, sayuran dan Biofarmaka;

2. Seksi Pembenihan, Sarana dan Perlindungan Hortikultura.

15. Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari:

a.
b.

Kepala Dinas;

Sekretaris, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,;

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral, membawabhi;
1. Seksi Geologi;

2. Seksi Sumber Daya Mineral.

Bidang Pertambangan Umum, membawahi;

1. Seksi Perizinan dan Pelayanan;

2. Seksi Pengawasan dan Pertambangan Umum.
Bidang Minyak dan Gas Bumi, membawabhi;

1. Seksi Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi;

2. Seksi Pengawasan dan Gas Bumi.

Bidang Listrik dan Energi, membawahi;

1. Seksi Pengusahaan Listrik dan Energi;

2. Seksi Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi.

16. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdin dari :

a.
b.

Kepala Dinas;

Sekretaris, membawaht :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
Bidang Akuntansi, membawahi;

1. Seksi Akuntansi;

2. Seksi Verifikasi dan Pelaporan.
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d. Bidang Anggaran, membawabhi;

1. Seksi Penyusunan Anggaran;
2. Seksi Pengesahan DPA-SKPD.
e. Bidang Aset dan Investasi Daerah, membawabhi;
1. Seksi Aset Daerabh;
2. Seksi Investasi Daerah.

17. Dinas Pendapatan
a. Kepala Dinas
b. Sekretaris, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,;
2. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan membawabhi :
1. Seksi Pendataan dan Pembukuan;
2. Seksi Pendaftaran dan Pengelolaan Benda Berharga;
3. Seksi Penetapan dan Pelaporan.
d. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional membawahi:

1. Seksi Perencanaan;
2. Seksi Pengembangan Potensi;
3. Seksi Pengendalian Operasional.
e. Bidang Penagihan, membawabhi :
1. Seksi Penagihan Pajak Daerah;
2. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Penerimaan Lain-lain;
3. Seksi Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah.

1. Ketentuan pada pasal 4 ayat (3) diubah menjadi Bagan Struktur
organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kebupaten Konawe Selatan
sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Nomor.....Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

2. Pada ketentuan pasal 8 ayat (5) diubah menjadi Kepala Sub Bagian pada

Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan

. merupakan jabatan struktural eselon IV b;

Ketentuan pasal 8 ayat (6) diubah menjadi Kepala Tata Usaha Lanjutan

‘-ﬂ‘ingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah merupakan

Mebatan struktural eselon V a;
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4. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Bagan Struktur
organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Nomor 06 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Konawe Selatan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah

Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo

pada tanggal 3!- 12 - 2013
BUPATI KONAWE SELATAR,
L f' ”

ey

- ! R ‘ -t.'}

Diundangkan di Andoolo
pal 31- 12 - 2013

DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN,

BME { DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN
i3 NOMOR .....
.




LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : TAHUN 2013
TANGGAL : 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN

KEPALE DINAS
KELONPOK JARITIN STXRITIRES
TUNSGIONAL .
| |
. Sab Bagia
Sab Bagina Umam
i L . Innmgu in
l | | l I
mlmr Neatsgah Uunm Biduy MIDNI Kebaiapata Program
| ] ] — | —
Selsi Peadidiknn & Selxi Peadidilan & Selzi Peadidikan Seksi Pendataas
- repm® | [ Pemmau | [ Koy Lesi edayans i hreacmsss | |
| st | H et | M sinm Sehi smsian [ in s |-
Selsi Sarama & Seksi Sarama &
Nangh am
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LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR : 26 TAHUN 2013
TANGGAL : 3)- 12- 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN

KEPALE DINAS
KELOMPOX JARATAN SEIRETIRIY
FUNSGIONAL
| |
. $ub Bagin $ab Bagin
Sub. Bagina Umem Krsangms & Peadidikan, Pelatiaa
& Ipogwiin Perleaghapan i g
l 1 | |
iang Pelayann Bidang Meageadalin Bidang Bina Pragram Riang Tamas,
Hnr:m Nesalsh Kesehats & jamias Leshatna s {2 ian
1 1 J L
Seki Peagendalian & .
bensisasi JMineman, Kemmetik &
— funyia Pt et Tradisessl
Selsi Peayshatas ' Seksi Pembiayam & Sekxi Sarasa daa
Ll d jemines Keshat | | Peraistan Kosohotsa
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LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 26 TAHUN 2013
TANGGAL : 3\- 12 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KONAWE SELATAN

XEPALE DINAS
,,: KELOMPOX JABATAN SIXREYIRIS
TUNSGIONAL :
1 |
51 Do Vem mcae da
& Lepegawaina Fo—
[ I I
Bidaag Bantuan & Bidany Mayun &
r____I L |
1  Sesial Fakir Miskin Peran Kelaarga & KIY |— &Rebss Napnak |1
ha
Sekzi Pembeniayann .
Isnagna
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LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 26 TAHUN 2013
TANGGAL : 3(-)2. - 2013

-y

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
1 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
: - KABUPATEN KONAWE SELATAN

KEPALR DIRAS
KELONPOK JARATAN SEIRTIRD
FUNSCIONAL 1
[ l
: . Sub Bagim
$ub Bogizz Umzn
Y . Pereacanans dm
| I I | l
Selzi
Pelatikan dan Instrebter . Sekxi . Pagembaags Usala |
H ™ o [ Joma Kra dn 3 Uoha Dosemi ]| TS Inaldn L Rycibinais &
Saksi Selxi
Selsi [ 1] Selzi Pesempatan & Kelembagazs Im din |
| Pemtua Kbuga Sasial Badama aban ||| Pepmbege
da Jamsestek Lapasitas I
Seksi
| Seki | Selai | pragom Taa |
Seksi Lesjesama dnn Sarana das Prasarama w‘r‘
Oryanisasi PRI Bimbingan Masyarakat Ieserasina Lingiungan
UPTD & UPT

18




LAMPIRAN V :PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 26 TAHUN 2013
TANGGAL : 3\ - 12 - 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KONAWE SELATAN

KEPIM DMNAS
KELONPOR [ARATAN
TUNSIONAL 7
| |
. 2k Bagin
S;hl.nh Perescanam dm
Lipepwiina —
[ l l |
< ; i & Bidang Pechabuagn
mwm Nn;:i:hm- Bidnng Dsmunikati S, P § Tiem
| r___J | L
. Seksi Kehandaram &
Sebsi Lan Lintas & Seksi Aaghutan Laxt &
| Sebri hmmiikasi | —| [ —
| g Kepelabeban arw
Seksi Manajomen Lah Seki Masajemen
liatas & Telnik 1 Rebayan Gdana, fant Seksi bformatita | Sekxi Pos & Tokom
Sanma & Drnlamatna
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NOMOR
TANGGAL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KONAWE SELATAN

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
: 26 TAHUN 2013
¢ 31~ 12— 2013

20

KEPILE DINIS
KELOMPOX JABATAN SIms
|
|
$1b Bagias Gaem Sub Bagias
& Inporwiin Nereacasam in
Inmm
| l !
';4; Bidayg idang Data dmn
| —— — —
Saksi Lin Sekxi Ketakiras thi‘:qﬂn_ln
Knpahisins, data kematian das Tonslegi | —
ta M Pescatatas ] Informasi
Yeksi Peayahh mtasi s Peawias || Sekai Payalabaa
; Pagaisin in [—
daa Pexgeadalian Pagesaban anak dn i s——




LAMPIRAN VII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
' NOMOR : 26 TAHUN 2013
TANGGAL : 3\~ 12~ 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARAWISATA DAN EKONOMI KREATIF
KABUPATEN KONAWE SELATAN

21

KIPALE DINES
KELOMPOX JARATAN SEXRITIRIS
FUNSGIONAL y
| 1
10 bagin Umen rwcaan b
& Knpepwain —
I l |
Biaag Privisat b Biang Doeeni I
| I L
Leriasama Pariwi Puiwi fesi dan Dodaya
b Tarik Winta Usaba. Kepariwisatana lﬂ-'.:_.ilh




} LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR : 26 TAHUN 2013
| TANGGAL : 31- ;2 - 2013
,." BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
1 DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
__5 KCPAL DS
= KESOMPOK JABATAN SEXITARES
3 FUNSKHORLL
! 1
l |
4 Su Bagie Uoen Sak. g
3 & Inpogawain Pereacansm im
Inog
l I I l
| g i e Biduug Bina Marga Blaag 3thber Ban Biang Taa Ruang
 — N — I
Sesi Pemakinas dan Seksi Propembusgen Seksi Peagairan dan feksi Peaatamn Rrang
= Jalan daa Jembatan rigasi = im Popwvann
Sabi Lir Bers das Sebsi Penetiarans se Pegrmbagas | ] | sesi oo s ||
-] Pesstan linghuagan alan dan Jembataa m i
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LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 26 TAHUN 2013
TANGGAL : %l- (2 - 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN

IEPILE MNIS
KELOMPOX JARITAN SIXRITIRES
TUNSGIONAL T
l [
Sab Dagina Umem $ab Bagina
& Lpsawainn Perescmam ima
' Lrsangaa
| l | l
Bidany Fasiltasi Bidang Peagembangna
; Bidasg Knperasi Bidany UMM Peabiavaa inn SDAL, Sistem Usaha,
$mpn Pnjam Koperasi dax TMEN
—] [ | L
H Iunkbmm | H i e Koperasi TMEN dua 1 x.m ]
Isperasi kewirazsakane Usaha Simpan Pinjam
Selzi Pemasaran dma Selzi Pesgembiagia Sekxi Pengendalion don | ﬁhm
1 Jaringan Usaba —  informasi, data daa : Sistes Usaka, Koperasi [~
Toperas Pubikari Usaha Peakana i THDN
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LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 26 TAHUN 2013
TANGGAL : 3)- |2 - 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN

KEPALE DINAS
KELONPOR JARATIN SIXRITIRE
TUNSCIONAL I
l |
11 Baginn Surn Aemcain bn
& Iepogamaina —
| { 1
Bidasy Porindustr Bidang Meriaguagu ' Bidang Program
N L | I
Selsi Pembinam & Selsi Pembinann Seksi Paynsmaas
- Pengembangan Industri Usaba Pasur & — Prograu dm
Putribesi Mriaguagaa _ Pagembagn | |
Selsi Prodabsi Sebsi Pertinduagan & Sei Drauasi | |
| Mmitwing i —— Y —
Pelaperaa Perlagaagm
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LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 2 TAHUN 2013

TANGGAL : 31- 12 - 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN

EEPALE DINAS
KELOMPOK JRATAN ' ST
TUNSGIONAL I
| 1
$1b g Vrm ot
& Lpopwain —
1 [ ] l
Bidang Tanaman Ridasg Prasarasa dan Bidang Pengelaban wdane Peternakamn
F Paxgar & Hottilultara Sarasa Pertaniaa (PSP) Rasil dan Pemasaran g
] | | I |
Sekxi Produksi Seksi Peagelelaza Seksi Usaha jaminan Sekxi Kesehataa
Labas, it i Maty das Promesi 4 Rowns & Lot ||
"J Taazman Serealia ‘J il
Sehai Prodalsi Kacang- Sebi Pembiayaas, Seksi Podakii | | | it | |
Kacongen daa Umbi- | |  Pupak Pestisida & Peageielans im Pemasaran Rasd
Unbin Alsiatan Pemazaran Rasi
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LAMPIRAN XII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 2 TAHUN 2013

TANGGAL : 3)- |2 - 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN

KEPILE DINAS
KELONMOR JARATAN SEINCTIRG
FUNSCIONAL | T |
it | [
& Isppawaina —
[ I { ]
Jid Pagawasmn & Bidnsg Prrikaann Bidang Perikanna Bidang Peagel Wil Pesicir Bidang Peageiakas im
Koaservasi tud hailaya Peln-ain Locil & PMasua Lsi
hhmllhi?nn Vaaha Pk Pufanss
1] | | L L
: : ; Seksi i Seksi hanfita Seksi Sarans dm
! Seksi Pesgawasaa & Seksi Telnologi teknelegi — e H
. . Seksi Sarama & i & Sebxi Pelayanan Usaha ) [  Seksi Peagembengn
Sebsi Knaservasi i r::::ap J & Kelembagans Probai da N T
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NOMOR
TANGGAL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
: 26 TAHUN 2013
P % ~-12- 2013
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KEPALL DINAS
KELONPOR JARATAN STINETRRS
TUNSCIONAL I
| |
S0 Boim Vo Nt iz
& Ipopamiin —
[ l | ]
I - Bidang Rehabilitasi idang Predaksi Bidang Petlindangaa
mmm """w""" ul?hmn Ita
] [ L
Sekxi [nvestarisasi, Sd:ilm'!dn Intzz daa barmn Ixtan dan Perundang-
Perpetan daz Peizpora - Prosemaian Iekatas || e—
Seksi Peagelalans, Rehabifitasi Eatan, Jbi Paplinds || | e
mu — m“. Pemataraa Iasil Bntm Sarasa dan Prasaraass
UPTD




LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR :2;, TAHUN 2013
TANGGAL :3). |5~ 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN KONAWE SELATAN

KEPALE DINAS
KELOMPOX JARATAN STRRITARES

FUNSCI0NAL [ T |
e

& Dspegamaina Inug

| | l |
Prasarasa dan Bidaag Peagelaban dan
::'mm Pemasaraa Hasi Prodalsi Pettebuann Bidang Beltindtara
T ] I L

— Seksi Pesangmaan Seksi Peagembangmn Seksi Tosaman Buah,
’.‘."........“..':' — Paxa Pues, asta dn inbhiilp | | Kx foyum im
i |t i | | o
Llsintan I iaaal Pecke] Tesaman Neltiaitsra
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LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR :2{ TAHUN 2013
TANGGAL : 3)~ 12- 2013
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN KONAWE SELATAN
IEPALE DINAS
KELONPOK JABITAN ST
TUNSEIONAL ]
| |
$ub Bagizn Umem m"‘"m""m -
& Dpawain [ —
[ ] | l
Bid. Geologi & $D Bidang Pertambangan Bidang Mizyak dnn Bidang Listrik dnx
Mieral Uam Gas Bami Daeryi
] F_—_] L L
N | | Selni Perizinan dan Sebxi Pesgusslans Sebxi Peagusahame
o Sombe bea || | Sk P b || s Pnprvacs n | et T ||
Ninenral Netambaagaz Umam Cas Dumi Pemat Dery
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LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 24 TAHUN 2013
TANGGAL : 3|- (2 - 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

KABUPATEN KONAWE SELATAN

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

30

KEPALA DINAS
EELONPOK JARATIN SEXRITIRIS
TURSEIONAL I
| |
ot | [ S0
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| I I
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[ I I
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NOMOR
TANGGAL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN

{ XVII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
26 TAHUN 2013
31 - 12 - 2013

KELOMPOR JARATIN srnn
TUNSCHONAL
| [
S0 Bagina Umem Sab. Bgim
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[ I I
. Bidasg Perescaaana
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] m
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—] hhm [ | Il Pk
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